
ABSTRAK 

 

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM DAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 

1299/Pdt.G/2012/PA.Sit 

 

Oleh: 

 

RATU BULAN HENDRA 

 

Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia dilaksanakan antara seorang pria dan 

seorang wanita, dan harus kesepakatan yang berarti harus ada kejujuran antara 

masing-masing pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya 

perkawinan poliandri merupakan bentuk perkawinan yang tidak diperbolehkan 

dalam hukum Islam. Akan tetapi, perkawinan poliandri tetap dapat dilaksnakan, 

meskipun dengan prosedur yang tidak benar. Seperti kasus yang terjadi di PA. 

Situbundo perkara nomor 1299/PDT.G/2012/Pa.Sit. sebuah perkara pembatalan 

perkawinan dikarenakan istri melakukan poliandri dengan memalsukan identitas 

dirinya. Kasus ini menarik penulis untuk meneliti dan mengkaji dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan akibat hukum yang ditimbulkan 

dari pembatalan perkainan poliandri tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif  dengan mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta Al – 

Quran dan Hadist  dan literatur –literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian, serta perundang – undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri ini dengan 

menyatakan perkawinan pemohon dan termohon tidak sah karena adanya 

pemalsuan identitas, yang berati tidak memenuhi syarat perkawinan di Indonesia. 
Dan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut menurut hukum Islam adalah 

anak yang tidak sah dan hanya memiliki nasab kepada ibu. 
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